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ABSTRACT
This study aims to compare audit quality in Islamic banking in Indonesia and
Malaysia by using Audit Quality Indicators (AQIF), such as Good Corporate
Governance which increases the size of the board, sharia supervisory board, audit
commiteee, frequency of audit meeting, audit tenure, auditor industry specialization
and audit firm reputation used to obtain audit quality in sharia banking during the
2014-2017 period. The sample in this study used Purposive Sampling and obtained
a sample of 12 Islamic banks in Indonesia and 11 Islamic banks in Malaysia. The
data used is secondary data from financial or annual reports issued through the
official website of Islamic banks. In comparing these two banks, the analysis used is
a different test from the Independent Sample t-test. The results showed significant
differences with a significance level of 0,000 on the size of the board, sharia
supervisory board, audit tenure, auditor of industry specialization and audit firm
reputation and there is no significant difference in the size of the audit committee
with a significance level of 0.513, the frequency of the audit board with a
significance level of 0.090, the audit tenure with a significance level of 0.124.
Keyword: audit, sharia auditing, AQIF

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas audit perbankan syariah di
Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan Indikator Kualitas Audit (AQIF),
seperti Good Corporate Governance yang meningkatkan ukuran dewan, dewan
pengawas syariah, audit commiteee, frekuensi rapat audit, masa jabatan audit,
industri auditor peminatan dan reputasi perusahaan audit digunakan untuk
memperoleh kualitas audit di perbankan syariah selama periode 2014-2017. Sampel
dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dan memperoleh sampel 12
bank syariah di Indonesia dan 11 bank syariah di Malaysia. Data yang digunakan
adalah data sekunder dari laporan keuangan atau tahunan yang diterbitkan melalui
situs resmi bank syariah. Dalam membandingkan kedua bank tersebut, analisis yang
digunakan merupakan uji yang berbeda dengan uji-t Sampel Independen. Hasil
penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan tingkat signifikansi 0.000
pada ukuran dewan, dewan pengawas syariah, masa jabatan audit, auditor spesialisasi
industri dan reputasi perusahaan audit Dan tidak ada perbedaan yang signifikan
dalam ukuran komite audit dengan tingkat signifikansi 0,513, frekuensi badan audit
dengan tingkat signifikansi 0,090, masa jabatan audit dengan tingkat signifikansi
0,124.
Kata kunci: audit, audit syariah, AQIF
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PENDAHULUAN

Perbankan syariah menjadi salah satu sektor pertama dalam penerapan ekonomi Islam
di Indonesia dan Malaysia. Dimana pertumbuhan perbankan syariah Indonesia ataupun di
Malaysia tersebut didukung oleh berbagai factor yang mendukung baik dari segi produk,
layanan, operasional dan lain-lain. Sebagai indikator yang digunakan untuk melihat atau
menentukan keberhasilan sistem perbankan syariah suatu negara, peningkatan kualitas audit

syariah sangatlah penting untuk dilakukan.

Selain itu menurut Safri Haliding (2016) dalam (Al-Thuneibat, Al Issaand dan Baker,
2011) menjelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan posisi keuangan
perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan laporan keuangan dianggap sebagai
intrumen utama dalam penyampaian informasi keuangan yang relevan. Dengan demikian,
laporan keuangan adalah alat dalam pelaksanaan tanggung jawab manajemen terhadap
stakeholder. Namun ada kemungkinan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang
saham. Oleh karena itu, audit diperlukan untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan
sesuai dengan standar akuntansi dan hal tersebut akan mencerminkan realitas ekonomi
transaksi perusahaan dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, menurut Safri Haliding (2016)
dalam (Hakim dan Omri,2009) meningkatkan kualitas audit menjadi perhatian khusus bagi
badan pengatur serta profesi akuntansi. Oleh sebab itu, banyak penelitian yang mencoba
mengukur kualitas audit dengan menggunakan proxy atau indikator. Kualitas audit
didefinisikan beragam, hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur dengan melalui
beberapa pendekatan. De Angelo (1981), menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan
publik sebagai tolak ukur kualitas audit, sedangkan Bedard dan Michelene (1993),
menggunakan pendekatan berorientasi hasil (outcome oriented) dan pendekatan berorientasi

proses (process oriented) sebagai tolak ukur kualitas audit.

Dengan adanya berbagai permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi
sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan
publik di dalamnya. Skandal dan kasus-kasus kecurangan masih banyak terjadi pada
perusahaan besar yang tentunya melibatkan seorang akuntan. Hal ini tentu akan berdampak
pada kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keahlian dalam membuat

informasi akuntansi.

Terkait dengan hasil yang telah diperoleh seorang auditor ketika melakukan audit
pada suatu laporan keuangan, maka auditor internal maupun eksternal memiliki peran penting

dalam menguji penyajian laporan keuangan begitu pula pada hal kualitas audit. Selain itu,
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam
aspek syariah. Pada sektor keuangan khususnya yang bergerak di perbankan syariah pada
umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya. Oleh sebab itu,
diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah yaitu good corporate
governance (tata kelola perusahaan yang baik). Tujuan corporate governance secara umum
adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap

perusahaan (Minarni, 2013).

Namun faktanya, audit syariah sendiri juga tengah menghadapi berbagai
permasalahan dan tantangan. Yaacob (2012) sepakat mengenai empat isu dan permasalahan
utama dalam audit syariah yaitu mencakup kerangka audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi
auditor, indepedensinya yang ditambah dengan isu lembaga hisbah dan muhtasib serta
akuntabilitas auditor syariah. Skandal dan penipuan perusahaan, tentu memiliki hubungan
langsung dengan tingkat kualitas audit yang disediakan oleh auditor. Oleh karena itu,
pentingnya tingkat kualitas audit yang tinggi harus dipertahankan, terutama audit pada
perbankan Indonesia maupun Malaysia karena perbankan sangat penting bagi kekuatan dan
stabilitas ekonomi suatu negara. Meskipun kualitas audit di bank sangat penting, penelitian
akuntansi cenderung berfokus pada praktik pengungkapan atau ukuran Kinerja bank. Dengan
demikian penelitian pada kualitas audit tergolong masih kurang, khususnya dalam kaitannya
dengan bank-bank Islam. Penelitian tentang kualitas audit mungkin dibatasi oleh fakta bahwa
hal itu sulit untuk diukur, terutama bagi para pemangku kepentingan bank-bank ini karena
mereka bukan bagian dari perusahaan audit. Terlihat dari beberapa skandal diatas
menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi pada auditor ini menjadi begitu sensitif
karena jasa auditor dapat mempengaruhi kategori besar pemangku kepentingan yakni

konsekuensi yang juga sangat serius bagi pemangku kepentingan perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak yang menyelidiki faktor-faktor yang
menentukan dari kualitas audit dengan memberikan perhatian kepada karakteristik klien atau
spesifikasi perusahaan yang mungkin lebih mengarah pada kualitas audit. Meskipun
demikian, indikator kualitas audit sangat mungkin digunakan dalam pengukurannya.
Terdapat faktor kualitas audit dikenal sebagai Audit Quality Influencing Factors (AQIF) yang
dapat dianggap sebagai serangkaian faktor yang mungkin berpengaruh langsung pada
peningkatan kualitas audit. De Angelo menyatakan bahwa auditor berskala besar memiliki
lebih banyak insentif untuk menghindari kritik ternadap reputasi reputasi auditor daripada

yang berskala kecil. Hal tersebut setara dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida & Annisa
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(2018), Jong seo et.al, (2017), Kim, et.al (2017), Nurul (2015), Ghodratullah et, al. (2017),
Adib (2017), Nawal K, (2016) bahwa reputasi KAP dengan KAP Big-4 dapat mempengaruhi

kualitas audit.

Beberapa penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang
beragam seperti penelitian yang dilakukan oleh Helmi Yazid dan Tulus Suryanto (2016)
mengenai pengaruh latar belakang pendidikan auditor, audit tenure, dan pengalaman auditor
terhadap kualitas audit yang ditujukan pada kualitas audit Islam, menunjukkan hasil yang
berpengaruh signifikan pada kualitas audit yakni menjelaskan bahwa semakin tinggi
pendidikan auditor, audit tenure, dan pengalaman auditor bersama-sama akan lebih
meningkatkan kualitas audit auditor. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan
oleh Nida & Annisa (2018), Zayol & Kukeng (2017), Jong Seo et,al., (2017), Semiv et,al.
(2012), Helmi & Tulus (2016), dan hasil penelitian tersebut mendukung argumen bahwa
audit tenure yang panjang dapat mempengaruhi kualitas audit yakni KAP yang semakin lama
bertugas akan memiliki pengetahuan juga pengalaman dalam proses audit. Skala pengukuran
audit tenure dalam penelitian ini adalah dengan ukuran lamanya audit atau jangka waktu
penggunaan jasa suatu KAP. Selain itu juga spesialisasi industri auditor dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas dalam penentuan kehandalan laporan keuangan Kklien dan
estimasinya, sehingga auditor akan mempunyai kemampuan mendeteksi kesalahan atau
ketidaknormalan pada industri yang diauditnya, sehingga biasanya lebih sedikit melakukan
kesalahan dibandingkan dengan auditor yang bukan spesialis (Solomon et al. 1999). Hal
tersebut menunjukkan spesialisasi industri auditor juga dapat meningkatkan kualitas audit
(Nida & Annisa, 2018; Garcia & Maria, 2017; Mohammed, 2017; Fitriani, et. al. 2015; Adib,
2017).

Penelitian lain memberikan pernyataan dari sisi yang berbeda, yakni penelitian yang
dilakukan olen Nawal Kasim et.al (2015) bahwa mekanisme corporate governance dapat
mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan yang menerapkan sharia compliance.
Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang juga menggunakan variabel Good
Corporate Governance dalam mengukur kualitas audit yakni oleh Azrul & Ahmad (2015),
Ejeag, et.al (2015), Nawal K, et.al, (2016), Aladdin, et.al, (2018); T. Suryanto, et.al, (2017).
Hal tersebut diatas karena GCG memiliki peran penting, pentingnya Corporate Governance
adalah untuk mengurangi konflik keagenan antara pihak yang mengontrol dan pihak yang
memiliki Klaim residual dalam suatu perusahaan. Auditor internal dan juga dewan pengawas

syariah sebagai bagian internal perusahaan berperan langsung di dalam struktur Corporate
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Governance karena mereka memantau kualitas proses pelaporan keuangan untuk mengurangi
asimetri informasi antara manajer dan pemangku kepentingan. Sehingga keduanya memiliki
peran penting dalam membantu direksi dan komisaris dalam menyusun dan

mengimplementasikan kriteria GCG sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar kualitas audit di negara
mayoritas muslim khususnya yang ada di negara ASEAN terutama di Indonesia dan
Malaysia. Kedua negara ini merupakan negara serumpun yang saling berdekatan dan
memiliki budaya yang juga hampir sama. Selain itu Malaysia juga merupakan negara yang
cukup lama dalam penerapan sistem ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Bibit-bibit
sistem ekonomi Islam juga mulai bangkit kembali dengan munculnya perbankan syariah di
Asia Tenggara yaitu Malaysia disusul kemudian oleh Indonesia. Walaupun jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi dan perbankan lembaga keuangan Islam di Malaysia,
pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia tergolong masih lambat,
padahal Indonesia memiliki pangsa pasar yang begitu besar karena penduduk Indonesia
adalah penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Melihat pesatnya perkembangan
keuangan dan perbankan syariah di Malaysia, sebagaimana perspektif bisnis terdapat prinsip
“belajar” dari kompetitor tanpa harus kehilangan jati diri (Alwi, 2013:202). Indonesia sendiri
juga dapat berkaca agar dapat ditemui permasalahan serta evaluasi yang akan jadi prioritas

untuk diselesaikan.

Selain itu Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan dual banking system
dalam perbankannya, vyaitu dengan mengakui perbankan syariah dan perbankan
konvensional. Akan tetapi juga terdapat perbedaan mendasar pada struktur regulasi, menurut
Handayani (2016) perbankan syariah di Indonesia bersifat bottom up, regulasi perbankan
syariah Indonesia dibuat sesuai dengan permintaan dan dorongan dari masyarakat, setelah itu
akan direspon oleh regulator. Berbeda hal dengan regulasi perbankan syariah Malaysia yang
bersifat top down, yakni pemerintah federal Malaysia berperan aktif dalam pengembangan
perbankan syariah Malaysia dari awal pendirian perbankan syariah Malaysia sehingga
undang-undang lebih komprehensif dalam mengatur regulasi di perbankan syariah.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian tentang kualitas audit dibatasi oleh fakta bahwa kualitas audit sulit untuk

diukur. Namun demikian, terdapat indikator kualitas audit yaitu Audit Quality Influencing
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Factors (AQIF) yang digunakan untuk mendapatkan indikasi faktor yang mempengaruhi
kualitas audit di perbankan umum syariah. Hal ini juga karena dalam Islam sendiri memiliki
prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Dengan
demikian penelitian ini akan bergantung pada beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas
audit untuk mengukur perbedaan kualitas audit di bank syariah Malaysia dan bank syariah
Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan indikator kualitas audit yaitu Audit Quality
Influencing Factors (AQIF) yang meliputi empat faktor pengukuran yaitu Good Corporate
Governance (GCG) yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas
syariah, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit, audit tenure, spesialisasi industri
auditor dan reputasi KAP. Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan tentang kualitas
audit, namun, pada penelitian terdahulu yang banyak penulis temukan adalah penelitian yang
menyelidiki faktor-faktor yang menentukan dari kualitas audit dengan memberikan perhatian
kepada karakteristik klien atau spesifikasi perusahaan yang mungkin mengarah pada kualitas

audit yang lebih baik.

Teori Agensi menyatakan bahwa pentingnya Good Corporate Governance adalah
untuk mengurangi konflik keagenan antara pihak yang mengontrol dan pihak yang memiliki
klaim residual dalam suatu perusahaan. Auditor internal dan juga dewan pengawas syariah
sebagai bagian internal perusahaan berperan langsung di dalam struktur GCG karena mereka
memantau kualitas proses pelaporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi antara
manajer dan pemangku kepentingan. Sehingga keduanya memiliki peran penting dalam
membantu direksi dan komisaris dalam menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam praktiknya, penerapan good corporate
governance berbeda setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi,
hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan
perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan
demikian beberapa aturan, pedoman atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan GCG juga
akan berbeda (suprayitno, 2004). Maka dari itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Nawal Kasim et.al (2015) bahwa mekanisme GCG dapat mempengaruhi kualitas audit pada
perusahaan yang menerapkan sharia compliance. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang
juga menggunakan variabel good corporate governance dalam mengukur kualitas audit yakni
oleh Azrul & 47 Ahmad, 2015; Ejeag, et.al 2015; Nawal K, et.al, 2016; Aladdin, et.al, 2018;
T. Suryanto, et.al, 2017.
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Menurut De Angelo (1981), salah satu pencetus pertama mengenai ukuran KAP sebagai
proksi utama dalam pengukuran kualitas audit, dalam penelitiannya tersebut mengungkap
bahwa ukuran KAP mempunyai hubungan yang positif dengan kualitas audit. KAP besar
identik dengan KAP yang bereputasi tinggi atau KAP Internasional. Dapat dikatakan bahwa
investor mempersepsikan auditor yang berasal dari big4 atau yang berafiliasi dengan kantor
akuntan internasional memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki
karakterisitik-karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, dan
pengakuan internasional (Nurul Fitri, 2015). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan
oleh Nida & Annisa, 2018; Jong seo, et.al; Kim, et.al 2017; Nurul, 2015; Ghodratullah et, al.
2017, Adib, 2017, Nawal k, 2016, bahwa reputasi KAP dengan ukuran Big-4 dapat
mempengaruhi kualitas audit.

Kemudian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah
spesialisasi industri auditor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Li Dang (2004) hasil
penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berhubungan positif dengan
kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa KAP dengan banyak klien pada suatu industri yang
sama terbukti lebih memahami resiko dan lingkungan bisnis klien di industri tersebut, sehingga
hasil audit menjadi lebih baik. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida
& Annisa, 2018; Garcia & Maria, 2017; Mohammed, 48 2017; Fitriani, et.al., 2015; Adib,

2017, bahwa spesialisasi Industri Auditor mempengaruhi kualitas audit.

Audit Tenure mempengaruhi kualitas audit menurut Myers dkk (2003) bahwa semakin
lama tenur audit maka semakin rendah akrual diskresioner. Akrual diskresioner yang rendah
mengindikasikan kualitas audit yang tinggi. Sisi positif lamanya penugasan audit mengatakan
bahwa pengetahuan tentang klien dan industri yang diperoleh setelah audit berulang — ulang
akan meningkat, sehingga meningkatkan kualitas audit (Wibowo, et.al, 2009). Hal tersebut
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida & Annisa (2018), Zayol & Kukeng
(2017), Jong Seo et,al. (2017), Semiu et,al. (2012), Helmi & Tulus (2016), hasil penelitian
tersebut mendukung argumen bahwa audit tenure yang panjang dapat mempengaruhi kualitas
audit yakni KAP yang semakin lama bertugas akan memiliki pengetahuan juga pengalaman
dalam proses audit. Skala pengukuran audit tenure dalam penelitian ini adalah dengan ukuran

lamanya audit atau jangka waktu penggunaan jasa suatu KAP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tyasari, et, al (2017) yang meneliti kualitas
audit di beberapa negara ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia
tersebut telah berupaya dalam meningkatkan kualitas audit ke tingkat internasional oleh IFAIR.
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upayanya masing-masing nagara memiliki
perbedaan sehingga kualitas audit pun berbeda. Begitu juga penelitian yang 49 dilakukan oleh
Safri Haliding (2016) hasil penelitian menyimpulkan bahwa AQIS yang tersedia di perbankan
syariah di tujuh negara yang diteliti termasuk didalamnya Indonesia dan malaysia memiliki
perbedaan yang signifikan. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitas
audit yang ada di perbankan syariah di tiap negara tak terkecuali di Indonesia dan Malaysia.
Dengan demikian penelitian ini akan bergantung pada beberapa variabel yang mempengaruhi
kualitas audit untuk mengukur perbedaan kualitas audit di bank syariah Malaysia dan bank
syariah Indonesia, yang meliputi: Good Corporate Governance (GCG) dengan menggunakan
ukuran dewan komisaris, ukuran DPS, ukuran dewan komite audit serta frekuensi rapat komite
audit. Independensi dengan menggunakan audit tenure. Perusahaan KAP dengan menggunakan
reputasi KAP. Berikut ini disajikan kerangka pemikiran untuk mendiskripsikan perbandingan
kualitas audit di perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Indilator 1. Ulmran
1 GCG » Dewan ]
Komisaris
2. Ukmran DPS Bank Unmim
3. Ulran " Syarish Indonesia
Komite
Andit
4. Freluensi
Rapat
Komite —
. Andit Independent
K.ualnf; Sample T-
-"l‘d*. 3 ™ test/mann
Pe-iba:_almn Indikator Jangka wakiu whitney 1T test
Syariah 1 Audit Tenure penugasan :
Indikator .
R[] KATEE | —
KEAP Bank Ummnm
. Paneea Pasar —®| Syariah Malaysia
Indikator Tndustri
L_| Spesialisasi Anditor -
Industrs veer
Auditor

METEDOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk komparatif.
Pendekatan kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan
dan kemudian menggunakan analisis statistik untuk mengolah datanya. Sedangkan penelitian
komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, variabelnya masih sama
dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam kurun

waktu yang berbeda (Siregar, 2010: 17). Studi komparatif yang digunakan dalam penelitian ini
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kemudian menggunakan teknik analisis uji beda Independent t test. Data yang digunakan
adalah jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif, bersumber dari Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan GCG Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2017. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability dengan
purposive sampling. Dalam pengambilan sampel peneliti memberikan batasan sampel
berdasarkan kriteria berikut: 1. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia
untuk perbankan syariah Indonesia dan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank
Negara Malaysia untuk perbankan syariah Malaysia. 2. Telah beroperasi dari tahun 2014-2017.
3. Telah mempublikasikan laporan tahunan atau laporan keuangan serta laporan GCG secara
berturut-turut selama periode penelitian tahun 2014-2017. 4. Laporan keuangan merupakan
laporan keuangan yang telah diaudit. 5. Tersedianya data lengkap sesuai yang dibutuhkan.
Definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana

tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Definisi Konzep dan Operasional Variabel

Definisi Dimensi | Indikator | Skala Pengukuran
-Diewan komisaris merupekan bagisn dari | Good Suruktur Ukuran Diewran
intermal maupun extemal pemosahzan yang | Corporate GCG: - Eormizaris -Ulkmaran
bertanggung  jawab dan  berwenans | Govemance | Dewan DPS -Ukuran Eomite
mengawasi tindakan  manajemen  dan | (GCGE) Eornisaris - Andit -Frekuenzi Fapat
memberikan pengarahan kepada manajsmen DPS -Komite | KA
jikea dipandansz perlu olsh dewan komizaris. Andit -Faapat
-DP5  adalzh badan independen yang Ea

bertugas melsknkan pengarahan permberian
konsultazi, melskuksn evaluzsi sena
pengawasan bank syariah dalam ramgks
memastikan balhara operasional yang terkait
zaguEl syariah,
-Flomite Auvdit adalsh komite vang dibentok
oleh dam bertangmumg jawab kepada dewan
komizariz dalam membantu melakzanakan
tugas dan fongsi dewsn komizaris yang
zagugl dengan ketentuan GCG.
-Faapat EA: mempzkan sarana untok
mendiskuzikan masalah yang signifikan
vang telah dibzhas sebelomnya demgan
mangjemen  dan  unmk  suwrvel  akurasi
pelaporsn kenanzam.
Aundit Tenure: sudit tenure adzlah lamanys | Andit Periods audit | Jangka waktu
hubungzn antara auditor dengan klien atan | temre penugasan audit
perusahasn yang diandit oleh anditor yang
biza divkur dengan jumlsh tzhun

Feputazi EAP merupakan kepercayasn | Feputasi EAP Big 4 “Wariabel dummy:17
publik terhadap zuditor ates kimerjanya. | EAP jikea termazuk pada
Auditor bertanggungz jawab unmk tetap EAP Big-4 dan 0" jika
menjadi kepercayaan publik dan menjaga tidzk termasuk pada
nams baik auditor sandiri serta KAP tempat EAP Big-4

auditor terzabnt ‘bekerja dengan
mengeluarkan opini yang sesuai demgan
keadaan perusahazn

Spesialisazi Industi  auwditor mempakan | Spesialisazi | Spesialisaszi “Wariabel dummy:17
spesializ  aoditor dengan  peninskatan | Indosti Industri jikea termazuk pada
kezhlian pada bidang mdustod tertento Anditor pangsza pasar dan <07
dengzan pengetalman dan pamzhamsan yang jikea tidak termazuk
lebih baik mengensi karakieristik bizmis pada pang:a pasar

klien dibandinskan suditor non spesializ.
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat diinterpretasikan
dan mudah dipahami adalah sebagai berikut: 1. Statistik Deskriptif yaitu penggunaan analisis
deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh.
Gambaran umum yang pertama akan menjaelaskan gambaran umum objek penelitian
kemudian akan menjelaskan masing-masing kualitas audit Bank Syariah Indonesia dan Bank
Syariah Malaysia. Perbedaan kualitas audit akan terlihat pada nilai ukuran ataupun variabel
dummy pada masing-masing indikator. Namun demikian masing-masing perbedaan belum
dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu diperlukan uji statistik lebih lanjut
untuk menguji hipotesis. 2. Uji Hipotesis yakni sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan
terlebih dahulu pengujian terhadap normalitas data. Uji normalitas data dapat dilakukan salah
satunya dengan menggunakan analisis statistik. Pengujian terhadap normalitas data
menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov- Smirnov (K-S), jika p value > 0.05
maka data tersebut berdistribusi normal, sebaliknya jika p value < 0,05 maka data tidak
berdistribusi normal. Data berdistribusi normal diuji dengan 60 menggunakan independent
sample t-test, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal diuji dengan menggunakan mann
whitney u-test. Pengambilan keputusan dilakukan dengan: a) Jika probabilitas < 0,05 maka HO
ditolak, terdapat perbedaan signifikan antara kualitas audit di bank syariah Malaysia dan
Indonesia. b) Jika probabilitas > 0,05 maka HO diterima, tidak terdapat perbedaan signifikan

antara kualitas audit di bank syariah Malaysia dan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perbankan umum syariah Indonesia dan
perbankan umum syariah Malaysia periode 2014-2017. Sampel yang diperoleh sebanyak 23
perbankan syariah yang terdiri dari 12 bank syariah Indonesia dan 11 bank syariah Malaysia.
Hasil dari sampel perbankan syariah yang digunakan berdasarkan pada purposive sampling.
Berikut adalah prosedur pemilihan sampel penelitian:

Tabel 2. Pengambilan Sampel Perbankan Umum
Svariah di Indonezia

Tahun
No Kriteria Sampel 2014- | Total
2017

Penode ditentulan dengzan
1 | rentam wakiu 2014-2017
Bank umum syariah vang
menvediakan laporan
GCG dan laporan 11 11
keuangan tahunan salama
periods

Bank umum syariah vang
memiliki data keuangan

3 | yang berkaitan dengan 11 11
varizbel penelitian secara
lengkap dan telah diaudit
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Tabel 3. Penpambilan Sampel Perbankan UTmum
Syariah di Malavsia

Tahun
No Kriteria Sampel 2014- | Total
017

Periode ditentulan
dengan rentan wakin 12 12
1 2014-2017
Bank urmum svarnah
yang menyedizkan
laporan GCG dan
laporan keuangan
tzhunan selama
pericda 2014-2017
Bank umum svanah
yang memilik data
keuangan yang
3 barkaitan denzan 12 12
wvariabel penelifian
zecara lenzgkap dan
telah dizndit

Total Sampel 12

Total Sampel Selama 4 Tahun 43
Data Yanz Disunakan 48

=]

HASIL OLAH DATA

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji
normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam suatu penelitian
berdistribusi normal atau tidak. Hal ini berguna untuk menentukan alat uji hipotesis dalam
pengambilan keputusan. Uji normalitas data dapat dilakukan salah satunya dengan
menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Suatu data dikatakan
berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang dihasilkan > 0.05, sebaliknya jika
signifikansi yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel. 4

Uji Normalitas
Ome-Sample Kolmogor ov-Smirnoy Test

EOM [ DES EA FET | TWE | SES FEE

N m| 2] @ 2| e m| m
© Mam s23| 373| 372| ess| 305|478

Wormal Parameters™ 518 1034| 1570| 1.083| 5646 1063 442 420

Daviztion

Most Extrame Absolute A72| 237 28| ae4| 211|  4e2|  a4T2
Difeenies Positive 172 22| 00| ss| 21| 277 280
Negative 2125 | -237| -0 -150| -148| -462| -4T2
Eclmozorov-Smimen Z 1651 | 2271 2778 | 1858 | 2024 4.430| 4530
Asymp. Sig. (2-tsilad) 000 o00) woo| o02| o1 oo0| o0
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Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, ditemukan bahwa data dalam
penelitian ini tidak normal. Data yang tidak normal terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran
dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure, spesialisasi
industri auditor dan reputasi KAP dengan Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05. Asymp. Sig (2-tailed)
untuk ukuran dewan komisaris sebesar 0,009 kemudian rapat komite audit sebesar 0,002, audit
tenure sebesar 0,001 dan yang lainnya seperti ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite
audit, spesialisasi industri auditor dan reputasi KAP yaitu sebesar 0,00. Sehingga untuk
menguji hipotesis data, metode yang di gunakan adalah uji beda Mann Whitney U-Test.

Tabel &
Uji Hipoteziz Dengan Menggunakan Mann Whitney [™-Tese
Ranlks=

Bank iy Mean Fank Sum of Fanks

K omizaris BTUS Malayzeia 44 GE.58 3017.50
BTUS Indonesia 48 2626 1260.50
Total 2]

DES BUS MMalaysia 44 7032 3094.00
BUS Indonesia 48 2467 1184.00
Total G2

Komita Andit Do Malayzia 44 44.74 1268.50
BUUS Indonesia 48 48.11 230950
Total 2]

Fapat A BUS MMalaysia 44 41.61 1831.00
BTUS Indonesia 48 50.58 244700
Total G2

Audit Tenure DUS Malaysia 44 50_50 2662.00
BUUS Indonesia 48 33.67 1616.00
Total G2

Spesializasi BTUUS Malaveia 44 58.50 237400

Industri BTUS Indonesia 48 3350 1704.00

Andibor Total 92

Feputasi ELAP B1US Malay=1a 44 37.50 2530.00
BUS Indonesia 48 3642 1748.00
Total ]

Sumber: Diclah, 3PS3.20

Test Staristics”
KOM DPS KA RPT TR SPE REP

Mann- 84500 5.000 978500 | B41.000( 440,000 528.000 572.000
“?mmf}' u 3 1 [ ] L . e b YN
Wilcoxon ) )
W 1260500 | 1184.000 | 1968500 | 1831.000 ( 1616.000 | 1704000 | 1748.000
i -7.721 -5.518 -6535 -1.654 -4.936 -5.426 -5.120
Asymp. Sig.

- 000 000 513 090 000 000 000
|(2-tailed) ’

Sumber: Diclah. SPSS 20
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ditampilkan pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai
signifikansi untuk masing-masing variabel, yaitu indikator Good Corporate Governance
(GCG) dengan menggunakan ukuran dewan komisaris dengan nilai signifikansi 0,00,
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ukuran dewan pengawas syariah dengan nilai signifikansi 0,00, ukuran komite audit
dengan nilai signifikansi 0,513, frekuensi rapat komite audit dengan nilai signifikansi
0,090. Kemudian indikator audit tenure dengan nilai signifikansi 0,00 dan indikator
spesialisasi industri auditor serta indikator reputasi KAP dengan signifikansi masing-

masing sebesar 0,00.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

H. = Terdapat perbedaan yang signifikan good corporate governance yang diwakili oleh
ukuran dewan komisaris antara bank Indonesia dan Malaysia.

H> = Terdapat perbedaan yang signifikan good corporate governance yang diwakili oleh
dewan pengawas syariah DPS antara bank syariah Indonesia dan bank syariah

Malaysia

Hs = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan good corporate governance yang diwakili

oleh komite audit antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia

H4 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi rapat komite audit antara bank

syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia

Hs = Terdapat perbedaan yang signifikan pada audit tenure antara bank syariah Indonesia

dan bank syariah Malaysia

He = Terdapat perbedaan yang signifikan pada spesialisasi industri auditor antara bank

syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia

H7 = Terdapat perbedaan yang signifikan pada reputasi kantor akuntan publik antara bank

syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia.

Perbandingan kualitas Audit Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dari Segi Good

Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter setiap
perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain-
lain (Arafat, 2008) Dalam praktiknya, penerapan corporate governance berbeda setiap negara
dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial
dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak,
sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman atau
prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan corporate governance juga akan berbeda
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(suprayitno, 2004). Indikator good corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan melihat ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran
komite audit dan rapat anggota komite audit yang terdapat pada bank syariah di Indonesia dan

Malaysia.

1. Ukuran Dewan Komisaris
Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ukuran dewan komisaris
antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari

persentase ukuran dewan komisaris, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Perzentaze Ukuoran Dewan Komizariz

Bank Bank Syariah Indonezia | Bank Syariah Malaysia
Variabel No B No %a
=3 23% = 0.00%
Dewan 3-3 66 86% 3-3 9.09%
Fomizans =5 8.33% =5 20.50%
Mean 3.7 hiaan 6,61

Sumber: Data Selunder, diclah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah Indonesia
kebanyakan memiliki dewan komisaris 3-5 orang dengan persentase sebesar 66,66%
sedangkan pada bank syariah Malaysia memiliki dewan komisaris sebanyak lebih
dari 5 orang yakni dengan persentase 90.90%. Adanya perbedaan antara keduanya
disebabkan oleh perbedaan kebijakan peraturan berkaitan dengan penentuan jumlah
dewan komisaris yakni menurut berdasarkan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014
mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah, dan SE Bl No. 15/15/2013 mengenai Penerapan Good Corporate
Governance Bank Umum Syariah dijelaskan bahwa jumlah minimal dewan
komisaris adalah sebanyak 3 orang sedangkan di Malaysia tidak ada peraturan yang
mensyaratkan batas minimum dan maksimum, akan tetapi berdasarkan dari
kebijakan dari pertimbangan kebijakan yang sesuai dengan keperluan perusahaan

masing-masing sesuai dengan ketentuan dari bank syariah itu sendiri

2. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ukuran dewan komisaris
28
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antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari

persentase ukuran dewan komisaris, sebagaimana tabel berikut:

Takel §. Perzentaze Ukuran Dewan Pengawaz Syariah

. . Bank Syariah
Bank Bank Syariah Indonezia Malaysia
Variabel No % No ki
-1 66 .66% =1 0.00%
Dewan 33 33.33% 3-3 43.45%
Penzawas n - z s4 545
Syaics (DPS) »5 005 =5 34 34%
Mean 2,33 Mean 3,25

Sumber: Data Sekunder, diolak 2018

Dari persentase pada tabel diatas menunjukka bahwa sebesar 66% Dewan
Pengawas Syariah yang ada di perbankan syariah Indonesia berjumlah 2 orang. Berbeda
hal dengan dewan pengawas syariah yang ada di perbankan syariah Malaysia yakni
sebesar 54.54% berjumlah lebih dari 5 orang dan 0,00% pada jumlah 2 orang.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang cukup jauh
antara keduanya yang disebabkan oleh regulasi penetapan jumlah yang juga berbeda.
Berdasarkan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SE Bl No. 15/15/2013 mengenai
Penerapan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah menjelaskan bahwa pada
perbankan syariah di Indonesia setidaknya memiliki dewan pengawas Syariah
minimum sebanyak 2 orang terdiri dari ketua dan anggota atau paling banyak sejumlah
dengan 50% dari jumlah direksi. Berbeda hal dengan perbankan syariah Malaysia
berdasarkan peraturannya menurut BNM/RH/ED 028-7 mengenai hal implementasi
sharia governance, menjelaskan bahwa jumlah ukuran dewan pengawas syariah

sekurang-kurangnya adalah berjumlah 5 orang.

Disisi lain pada struktur keberadaan, tugas dewan pengawas syariah di kedua
negara yakni Malaysia dan Indonesia juga berbeda. Dewan pengawas syariah di
Malaysia menyatu dengan pemerintah dalam hal ini adalah Bank Negara Malaysia
(BNM) sehingga memiliki wewenang dalam regulasi perbankan syariah , bertanggung
jawab secara hukum dan dapat juga mengeluarkan fatwa berkaitan hal perbankan
syariah tersebut. Berbeda hal dengan Indonesia, DPS yang ada sekarang tidak menyatu
pada wewenang bank sentral tetapi mempunyai payung lembaga sendiri yakni pada
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI), DPS sendiri hanya bertugas
untuk mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan DSN MUI, diantaranya untuk
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memberikan opini dan juga pengawasan syariah terhadap operasional lembaga
keuangan syariah. Kemudian DSN MUI berwenang untuk mengeluarkan fatwa

terhadap suatu produk.

Adanya perbedaan dari sisi struktur keberadaan tugas dewan pengawas syariah
di kedua negara yakni Malaysia dan Indonesia ini juga menimbulkan perbedaan dalam
implementasi kepatuhan syariah. Menurut Agus (2009) dalam penelitiannya
mengungkapkan adanya berbagai perbedaan dalam berbagai aspek terkait implementasi
kepatuhan syariah antara bisnis perbankan syariah di Malaysia dan di Indonesia. Jika
perbankan Islam di Malaysia telah disupport dengan perangkat hokum yang kuat sejak
perintisannya. Di Indonesia, undang-undang khusus mengenai perbankan syariah baru
berhasil diterbitkan lebih dari 15 tahun setelah perbankan syariah mulai beroperasi.
Disamping itu, untuk melihat kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia relative
rumit karena tersebar di berbagai aturan, sejak dari Undang-Undang, Peraturan Bank
Indonesia (PBI) dan Surat Edaran, yang terkadang menjadi ambiguitas dalam

pengaturan.

Dalam masalah perangkapan jabatan dari anggota dewan syariah, kedua negara
menganut aturan yang berbeda. Di Malaysia, anggota dari shariah committee (SC) tidak
dapat ditunjuk atau diangkat sebagai anggota pengawas di bank lain. Demikian halnya
anggota Shariah Advisory Council (SAC) juga tidak dapat diamgkat sebagai anggota
dewan syariah di bank manapun di Malaysia, hal ini berdasarkan peraturan
BNM/GPS1, 19.b. dan CBA 1958, section 16B (6). Sedangkan di Indonesia, anggota
pengawas syariah boleh merangkap dengan jabatan yang sama di bank lain, ditambah
dengan dua institusi keuangan non bank, serta juga dapat sebagai anggota DSN, bahkan
menurut Bank Indonesia, sekarang perangkapan dapat lebih banyak dari tahun-tahun
sebelumnya, hal ini berdasarkan peraturan dari PBI No.7/35/PBI12005, Pasal 26.

3. Ukuran Komite Audit

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada ukuran komite
audit antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi

dari persentase ukuran dewan komisaris, sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 9. Persentase Uluran Komite Audit

Bank Bank Syariah Indonezia Ba;::]ii:ir;'ah
Variabel No %4 No ki)
<3 30.0% =3 9.1%
Fomite Audit 33 91.66% 3-3 50.5%
=5 8.54% =3 0
Mean 3,83 hlaan 3.36

Sumbar: Data Sekunder. diolak 2018

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang
ada di perbankan syariah Malaysia dan juga Indonesia memiliki kesamaan dalam
komposisi. Bank syariah Indonesia menunjukkan ukuran komite audit sekitar 3-5 orang
yakni dengan persentase 91.66%, tidak begitu jauh dengan bank syariah Malaysia yang
juga menunjukkan ukuran komite audit sekitar 3-5 orang yakni dengan persentase
90.9%. Persamaan tersebut terjadi dikarenakan dengan peraturan masing-masing bank
syariah Indonesia dan Malaysia yang juga sama dalam penentuan jumlah ukuran komite

audit yakni sebanyak 3 orang.
4. Frekuensi Rapat Komite Audit

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada frekuensi rapat
antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari

persentase ukuran dewan komisaris, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Persentase Frelmensi Rapat Komite Audit

Bank Bank Syariah Indoneszia | Bank Syariah Malayzia
Variabel No o No %o
0-10 50.0% 0-10 72.72%
Rapat Komite 10-20 35.33% 10-20 217.27%
Andit =20 16.66% =20 0
Mean 11,04 haan 356

Sumber: Data Sekunder, diolak 2018

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite
audit yang ada di perbankan syariah Malaysia dan juga perbankan syariah Indonesia
memiliki persentase beragam perbankan syariah di Indonesia mengadakan rapat lebih
sering yakni lebih dari 20 kali namun persentasinya kecil yakni 16,66%. Dilihat dari
persentase rata-rata, perbankan syariah Malaysia dan Indonesia tidak cukup jauh yakni
bank syariah Indonesia sebesar 11,04 dan bank syariah Malaysia sebesar 8,56 sehingga

perbedaan tidak cukup jauh dalam hal frekuensit rapat. Bank syariah Indonesia
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menunjukkan frekuensi rapat >20 kali sebesar 16,66%, tidak begitu jauh dengan bank
syariah Malaysia yang juga menunjukkan ukuran komite audit sekitar 3-5 orang yakni
dengan persentase 90.9%. Persamaan tersebut terjadi dikarenakan dengan masing-
masing bank syariah Indonesia dan Malaysia telah melakukan ketentuan untuk
melakukan pertemuan formal dalam setahun walaupun tidak ada ketentuan dalam
jumlah minimum rapat yang harus diadakan. Komite audit harus mencantumkan dalam
laporan tahunan sesuai dengan peraturan BAPEPAM sehingga komite audit memiliki
kewajiban untuk melakukan pertemuan dalam hal koordinasi ataupun membahas
temuan-temuan dari pengawasan juga analisis dari laporan keuangan dengan nominal

rapat sesuai dengan kebutuhan bank masing-masing.

Berdasarkan dari analisis diatas, penelitian ini konsisten dengan Tyasari, et,al
(2017) yang meneliti kualitas audit di beberapa negara ASEAN bahwa dalam upayanya
masing-masing negara memiliki perbedaan sehingga kualitas audit pun berbeda. Begitu
juga penelitian yang dilakukan oleh Safri Haliding (2016) bahwa AQIS yang tersedia
di perbankan syariah di tujuh negara yang diteliti termasuk didalamnya Indonesia dan
Malaysia memiliki perbedaan dari segi GCG (Komisaris, DPS).

Kualitas Audit Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dari Segi Audit Tenure

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada audit tenure antara bank syariah Indonesia dan
bank syariah Malaysia. Hal ini terepresentasi dari persentase auditor yang disewa oleh komite

yang berwenang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Persentase Audit Tenure

Andit Tenure
Bank Syanzh Indonesia Bank Syanzh Malayzia
Eat Total Bank Frekuensi Perzentase | Total Bank Frekuenzi | Perzentaze
=1 12 5 41.66%% 11 1 9.09%
2-3 12 & 41 .66% 11 4 36 36%
3= 12 2 16.66% 11 3] 54.54%

Data Selomder. diclah 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pada satu KAP tetap lebih
dominan pada perbankan syariah Malaysia, dari tabel diatas bahwa s bank syariah malaysia
menggunakan audit tenure yang panjang yakni memilih KAP audit yang sama sampai dengan
lebih dari 3 sebesar 54,54% sedangkan penggunaan jasa audit di perbankan syariah Indonesia
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lebih bervariasi yaitu dari 12 bank syariah, sebesar 41,66% menggunakan audit tenure yang
pendek yaitu satu periode saja, kemudian sebesar 41,66% juga tidak mempertahankan audit
tenure yang lama yakni selama periode 2-3 tahun, selebihnya menggunakan audit tenure lebih
dari 3 tahun dengan persentase yang kecil yakni hanya 16,66%. Hal tersebut membuktikan
bahwa bank syariah Malaysia lebih memilih audit tenure yang lama daripada melakukan rotasi
audit setiap tahun. Namun bila dilihat dari analisis deskriptif dapat diketahui bahwa bank
syariah Indonesia telah sesuai dengan regulasi yang ada dalam hal audit tenure yakni sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.01/2008 tentang
“Jasa Akuntan Publik™ pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-
turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Bank
syariah Indonesia telah sesuai regulasi yang dikeluarkan Menteri Keuangan RI tersebut bahwa
jangka waktu penugasan audit/audit tenure maksimal 6 tahun, secara empiris bahwa bank
syariah Indonesia yang memiliki audit tenure panjang mencapai 5 tahun hanya sedikit yakni
hanya 16,66%, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki audit tenure yang panjang dari segi
regulasi namun justru sebaliknya hanya sedikit dari bank syariah yang memiliki audit tenure
yang panjang.

Sedangkan dari penilaian deskriptif pada Bank syariah Malaysia tidak ada regulasi atau
pun kebijakan tetap mengenai pembatasan lamanya audit tenure. Melihat hal tersebut,
menunjukkan bahwa audit tenure yang panjang dianggap tidak mengganggu kualitas audit di
Malaysia. Namun Malaysia Institue of Accountant (MIA) memberikan regulasi kepada semua
perusahaan yang terdaftar agar dapat melakukan rotasi audit setiap 5 tahun, hal ini berdasarkan
MIA section. 290. 151 Part.l. Belum ada penelitian yang berkaitan dengan perbandingan dari
kualitas audit di perbankan syariah dan Malaysia mengenai audit tenure. Namun dari analisis
diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit memiliki perbedaan di setiap negara berkaitan
dengan audit tenure, penelitian ini berdasarkan pada Pambudi Ikhsan (2018) dan Henning
Zulch (2014).

Kualitas Audit Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dari Segi Spesialisasi Industri
Auditor

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada spesialisasi industri auditor antara bank syariah
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Indonesia dan bank syariah Malaysia. Hal ini terepresentasi dari persentase auditor yang disewa

oleh komite yang berwenang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Persentase Spesialisasi Industri Auditor

Spezializazi Industnl Auditor
Bank Syariah Indonesia Bank Syariah Malayzia
Eet Totzl Bank Frekuensi Persentase | Total Bank Frekuenzi | Perzentase
Spasializas 12 ] 30.0% 11 11 100%
Non-
spasizlizasi 12 ] 30.0% 11 1] 0.00%

Sumber: Data Sekunder, diclah 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan bank syariah Malaysia
menggunakan jasa audit dengan KAP spesialisasi industri yakni dengan persentase sebesar
100%, artinya perbankan syariah Malaysia sangat mempertimbangkan dalam pemilihan jasa
audit yang dapat memahami dengan baik karakter bank syariahnya, sebagai tanggung jawab
kepada stakeholder maka kebutuhan akan audit eksternal oleh pihak independen yang memiliki
pangsa pasar besar ini tidak dapat dilepaskan. Berbeda hal dengan Indonesia, penggunaan jasa
audit dengan Spesialisasi industri auditor sama hal nya dengan non spesialisasi yakni masing-

masing 50%.

Spesialisasi industri auditor di perbankan syariah masih tergolong jauh dari perbankan
syariah Malaysia, hal yang memungkinkan menjadi sebab rendahnya spesialisasi industri
auditor ini, bahwa adanya keterkaitan mengenai rendahnya auditor syariah yang memiliki
kualifikasi untuk mengaudit bank syariah. Menurut Riani dan Mardian (2017) pemegang
sertifikasi SAS bagi seorang auditor di Indonesia masih minim karena peraturan sertifikasi ini
masih bersifat baru dan berada pada tahap pengembangan. Persyaratan auditor untuk
mengaudit bank syariah yang dimaksud adalah telah memiliki sertifikat pendidikan atau
pelatihan dibidang perbankan syariah sesuai dengan ketentuan surat edaran Bl No.7/57/DPBS,
2 Desember 2005.

Menurut Qonita dan Sepky (2015) menjelaskan bahwa terbatasnya lingkup audit
syariah di Indonesia saat ini karena minimnya praktisi auditor syariah yang memiliki
kualifikasi mupuni untuk menjalankan pemeriksaan audit syariah secara komprehensif.
Ditambah tidak semua DPS memahami mekanisme audit syariah, karena Indonesia rata-rata
perbandingan 50:50, rata-rata penguasaan ilmu syariah yang lebih tinggi. Dan belum
maksimalnya peran internal auditor yang dapat bersinergi dengan DPS melalui internal syariah

review belum dimiliki olrh mayoritas lembaga keuangan syariah.
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit memiliki perbedaan
di setiap negara berkaitan dengan spesialisasi industri auditor. Dan belum ada analisis
mengenai perbedaan antara kualitas audit perbankan syariah Indonesia dan Perbankan syariah
Malaysia dari penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel spesialisasi auditor. Temuan
penelitian ini mendukung argumen Tyasari, et,al (2017) yang meneliti kualitas audit di
beberapa negara ASEAN bahwa dalam upayanya masing-masing negara memiliki perbedaan

sehingga kualitas audit pun juga akan berbeda.

Kualitas Audit Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dari Segi Reputasi Auditor

Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada reputasi kantor akuntan publik yang digunakan
antara bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia, Hal ini terepresentasi dari persentase

auditor yang disewa oleh komite yang berwenang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Persentase Reputasi KAP

Feputazsi KAP
Bank Svariah Indonesia Bank Syarizh Malayeia
Eet Totzl Bank Frekuensi Persentase | Total Bank Frekuenszi | Perzentase
Biz 4 12 & 500.0% 11 11 100.0%
Meon-Big 4 12 & 510.0% 11 0 0.00%

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia hanya memilih KAP
yang berafiliasi internasional sebesar 50% jika dibandingkan bank syariah Malaysia yang
seluruh bank syariahnya 100% lebih memilih KAP yang berafiliasi internasional. Secara
keseluruhan menunjukkan bahwa KAP Big-4 di Indonesia mempunyai pangsa pasar yang sama
dengan KAP Non-Big4 yakni sebesar 50%. Berbeda halnya dengan bank syariah Malaysia yang
secara keseluruhan di audit olen KAP Big-4, hal tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan
perbankan syariah Malaysia terhadap KAP Big-4 sangat tinggi. Besarnya persentase
penggunakan jasa audit oleh KAP Big-4 di Malaysia dan Indonesia tersebut membuktikan
bahwa pandangan klien dalam memilih auditor independen bertaraf internasional untuk

mengaudit laporan keuangan lebih tinggi (Riani dan Mardian 2017).

Namun adanya perbedaan persentase penggunaan KAP antara bank syariah Malaysia

dan Indonesia didasari oleh karakteristik masing-masing perbankan syariah yang ada di

Indonesia dan Malaysia, seperti posisi keuangan yang sedang mengalami financial distress dan
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karakteristik perusahaan lainnya akan menjadi pengaruh penting dalam mempertahan KAP
lama dengan KAP yang baru. Begitu pula biaya audit yang besar juga bisa mempengaruhi
keputusan perusahaan dalam pemilihan KAP, dalam hal ini jika dilihat dari total asset
perbankan syariah Indonesia memang mempunyai perbedaan yang jauh dibandingkan dengan
total aset di perbankan syariah Malaysia. Menurut Maria dan Aloysia (2018) menyebutkan
bahwa dalam memberikan opini audit going concern, auditor melihat bagaimana kondisi
keuangan perusahaan, apabila prediksi kebangkrutan semakin tinggi, maka kemungkinan
perusahaan mendapat opini going concern akan semakin tinggi begitu juga sebaliknya.

Menurut Ikhsan Pambudi (2018) besar kecilnya KAP di Indonesia dan Malaysia
berpengaruh terhadap kualitas audit, perusahaan yang menggunakan KAP besar atau Big-4
untuk melakukan audit di perusahaan memiliki hasil kualitas audit yang lebih baik dikarenakan
KAP besar memiliki sumber daya yang memadai dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk

melaksanakan proses audit yang sesuai dengan standar mutu yang diterapkan.

Pemilihan auditor independen bertaraf internasional untuk mengaudit laporan keuangan
yang tinggi menurut Singgih dan Bawono (2010) menunjukkan bahwa independen auditor
menjamin terpenuhinya kepatuhan syariah yang berdampak dalam jangka panjang terhadap
peningkatan performa bank syariah, sehingga mampu meningkatkan citra baik bagi investor
maupun publik. Kemudian munculnya skandal-skandal baru yang berasal dari kegagalan audit
akibat pergantian auditor baru, maka banyak bank syariah tetap mempertahankan dominannya
terhadap KAP Big-4 serta KAP Big-4 merupakan KAP yang memiliki banyak klien sehingga

dimungkinkan ketika jumlah klien semakin banyak maka auditor akan menjaga reputasinya.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit di perbankan
syariah memiliki perbedaan di setiap negara berkaitan dengan reputasi KAP tak terkecuali di
perbankan syariah di Malaysia dan indonesia (Safri Halidings 2016). Penelitian ini konsisten
dengan penelitian Ikhsan Pambudi (2018) bahwa ada perbedaan signifikan antara reputasi KAP
yang ada di Malaysia dan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, indikakor GCG yang diwakili oleh
ukuran dewan komisaris, dewan pengawas syariah terdapat perbedaan yang signifikan

antara bank umum syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia sedangkan untuk
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indikator ukuran komite audit dan rapat komite audit tidak terdapat perbedaan Hal ini
dikarenakan adanya perbedaan maupun adanya persamaan regulasi mengenai good

corporate governance di Malaysia dan Indonesia.

2. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, indikator audit tenure tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara bank umum syariah yang ada di indonesia dan
Malaysia. Bank syariah Malaysia lebih memilih audit tenure yang lama, berdeda hal
dengan Indonesia audit tenure yang lama hanya padatingkat persentase sebesar
16,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki perbedaan di setiap

negara berkaitan dengan audit tenure.

3. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, indikator spesialisasi industri auditor
terdapat perbedaan yang signifikan antara bank umum syariah yang ada di indonesia
dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki perbedaan di setiap
negara berkaitan dengan spesialisasi industri auditor. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara keseluruhan bank syariah Malaysia menggunakan jasa audit dengan
KAP spesialisasi industri yakni dengan persentase sebesar 100%, artinya perbankan
syariah Malaysia sangat mempertimbangkan dalam pemilihan jasa audit yang dapat
memahami dengan baik karakter bank syariahnya, sebagai tanggung jawab kepada
stakeholder maka kebutuhan akan audit eksternal oleh pihak independen ini tidak
dapat dilepaskan. Berbeda hal dengan Indonesia, penggunaan jasa audit dengan
Spesialisasi industri auditor sama hal nya dengan non spesialisasi yakni masing-

masing 50%.

4. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, indikator reputasi KAP terdapat
perbedaan yang signifikan antara bank umum syariah yang ada di indonesia dan
Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia hanya memilih KAP
yang berafiliasi internasional sebesar 50% jika dibandingkan bank syariah Malaysia
yang seluruh bank syariahnya 100% lebih memilih KAP yang berafiliasi
internasional. Secara keseluruhan bahwa Kap Big-4 di Indonesia mempunyai pangsa
pasar yang sama dengan KAP Non-Big4 yakni sebesar 50%. Berbeda halnya dengan
bank syariah Malaysia yang secara keseluruhan di audit oleh KAP Big-4, hal tersebut
menunjukkan bahwa ketertarikan perbankan syariah Malaysia terhadap KAP Big-4
sangat tinggi.
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